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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam perekonomian, akuntansi merupakan salah satu ilmu yang sangat 
penting dan penerapannya pada setiap entitas berbeda-beda tergantung 
kebutuhan setiap usaha. Pada hakikatnya, penyusunan laporan keuangan setiap 
entitas harus mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang 
disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pelaporan keuangan pada organisasi 
nirlaba khususnya yayasan yang menaungi banyak anggota (baik untuk kegiatan 
pembelajaran agama maupun kegiatan yang berhubungan dengan ibadah) sangat 
penting keberadaannya sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi organisasi 
tersebut yang memang harus dipertanggung jawabkan kepada publik.  
Yayasan  berdasarkan bentuk dan badan hukumnya serta kegiatan yang 
dijalankan dapat diklasifikasikan sebagai entitas yang berorientasi nonlaba. 
Dana yang diperoleh berasal dari sumbangan masyarakat, lembaga dan 
pemerintah. Dewasa ini pengelolaan tempat ibadah sudah mengalami degradasi 
perspektif terkait fungsinya dan pelaksanaan peran yang hanya sebatas untuk 
memenuhi kebutuhan religius dan spiritual (Sulaiman, 2007). Yayasan Masjid 
Baitul Makmur merupakan salah satu yayasan yang bergerak dibidang 
pelaksanaan pendidikan agama dan sarana pelaksanaan kegiatan peribadatan 
bagi umat Islam yang ada di lingkungan Desa Banyuning, Bali. Dengan 
demikian, aktivitas apapun yang dilakukan dalam ruang lingkup yayasan harus 





pada khususnya (Sulaiman, 2007). Untuk memenuhi sarana, prasarana dan 
kelengkapan tempat ibadah, penggalangan dana dan sumbangan menjadi hal 
yang umum dilakukan dan sangat mempengaruhi dalam pelaporan pendanaan 
yayasan. 
Sebagai salah satu entitas nonlaba (non profit orienred) dalam bidang 
keagamaan, masjid dalam menjalankan aktivitasnya untuk megelola sumber 
daya yang dimiliki dan sumber daya yang diperoleh dari masyarakat secara 
sukarela dan ikhlas sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK) 45 tentang Organisasi Nirlaba yang mulai tahun buku 2020 diganti 
untuk menggunakan PSAK 1 yang telah diamandemen dan Interpretasi Standar 
Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang entitas berorientasi nonlaba, bahwa 
entitas nonlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan 
melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Masjid harus membuat 
laporan keuangan yang akurat, transparan dan memberikan informasinya kepada 
pengguna laporan keuangan tersebut yaitu para donatur masjid. Menurut 
Hidayatullah et al., (2019)untuk dapat membuat laporan keuangan masjid yang 
akurat diperlukan penerapan akuntansi. Dengan penerapan akuntansi yang baik 
dapat membantu dalam melakukan penyusunan laporan keuangan masjid yang 
baik. 
Masjid memiliki fungsi utama sebagai rumah ibadah (Mahdlah) juga 
merupakan tempat untuk beribadah secara luas (Gairu Madhlah) selama 
dilakukan dalam batas-batas syariah (Dewan Masjid Indonesia (DMI), 2020). 
Melihat perkembangan masjid di masa sekarang, terutama dalam hal 





yang sering disebut dengan istilah ta’mir masjid. Ta’mir masjid biasanya adalah 
orang yang dianggap tua dalam lingkungan dan memiliki latar belakang 
keilmuan yang cukup untuk mengelola keuangan secara profesional. Persoalan 
yang sering timbul adalah ketika dana masjid yang diperoleh dari infaq atau 
sumbangan para donatur dikelola secara apa adanya tanpa melalui proses 
pencatatan keuangan yang semestinya. 
Praktinya sistem akuntansi memiliki banyak tantangan, beberapa 
tantangannya adalah skandal manipulasi, penipuan, dan korupsi dalam 
organisasi nirlaba. Selain organisasi-organisasi nirlaba, NPO dan organisasi 
keagamaan juga menghadapi tantangan-tantangan seperti yang disebut 
sebelumnya (Greenle, et. al., 2007). Konsep tanggung jawab dalam islam dapat 
ditunjukkan dalam 2 bentuk. Tanggung jawab dalam bentuk vertikal (kepada 
Allah) dan tanggung jawab dalam bentuk horizontal (kepada Manusia). 
Melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan dan mempertanggung 
jawabkan tugasnya bukan hanya dilakukan oleh seorang akuntan, namun setiap 
orang yang diberikan tanggung jawab untuk melaporkan dana masjid seperti 
yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an. Pertanggung jawaban sangat penting 
di dalam manajemen, pengendalian internal, sistem anggaran dan praktik 
akuntansi baik yang dilakukan teoritis atau yang dilakukan secara sederhana 
pada organisasi keagamaan. 
Transparansi dan Akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting 
dan sangat dibutuhkan dalam organisasi atau lembaga publik, swasta maupun 
lembaga keagamaan. Seluruh aktivitas lembaga baik publik maupun swasta 





dalam pengelolaan laporan keuanagn masjid, maka akan berdampak positif 
kepada masyarakat sekitar atas pengelolaan dan manajemen keuangan masjid. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wijangsongko (2014) masih banyak 
penerapan laporan keuangan dilembaga masjid yang masih belum menerpakan 
transparansi, akuntabilitas dan penyusunan laporan keuangan.  Oleh karena itu, 
masjid sebagai salah satu entitas berorientasi nonlaba harus benar-benar dapat 
mempertanggung jawabkan segala informasinya karena hal tersebut 
menyangkut kepentingan publik. 
Menurut Pralebda (2013) pengelolaan keuangan dan sumber daya masjid 
harus memenuhi tiga kriteria, yaitu: efisien, efektif dan bertanggung jawab. 
Efisien mengandung makna bahwa pengelolaan keuangan masjid harus sehemat 
mungkin. Efektif memiliki makna penggunaan sumber daya seoptimal mingkin 
dengan memerhatikan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan atau perbaikan 
sarana dan prasarana yang ada. Kriteria yang ketiga yaitu tanggung jawab. 
Bertanggung jawab dalam hal ini memiliki makna bahwa pengurus masjid harus 
memiliki kemampuan dan memberikan pertanggung jawaban kepada jamaah 
mengenai segala aktivitas yang telah dilakukan. 
Salah satu aspek penting dalam keberlangsungan pengelolaan masjid yang 
baik adalah adanya dana untuk operasional masjid, sebab masjid bukan hanya 
untuk dibangun tapi juga perlu dana untuk menopang kegiatan yang dilakukan 
dalam masjid itu sendiri. Masjid adalah lembaga publik yang sumber dananya 
dari masyarakat, maka dari itu pengurus masjid harus melaporkan segala 
pemasukan dan pengeluaran dana masjid agar jamaah merasa percaya dan yakin 





Menurut Wahyudiono (2014) laporan keuangan yaitu data yang berisi 
ringkasan keuangan perusahaan/organisasi yang biasa digunakan untuk 
infromasi atas aktivitas/kinerja keuangan selama satu periode berjalan atau 
tertentu. Tujuan utama laporan keuangan entitas nonlaba menurut Julianto et al., 
(2018) pada dasarnya memiliki kesamaan dengan tujuan laporan keuangan 
organisasi komersial, yaitu menyajikan informasi yang relevan atas kegiatan 
yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Namun, dikarenakan adanya perbedaan 
tujuan organisasi, menyebabkan adanya perbedaan pada kalangan pemakai 
laporan keuangan dan isi dari laporan keuang tersebut. 
Penelitian yang dilakukan Gultom & Poputra, (2015) menyimpulkan 
bahwa Kantor Sinode GMIM belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan 
PSAK 45. Hal yang sama juga terjadi pada penelitian yang dilakukan Endra 
Julianto (2017) pada Yayasan Al ma’ruf Samarinda yang juga belum 
menerapkan standar akuntansi yang berlaku saat itu yaitu PSAK 45. Berdasarkan 
beberapa penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa masih 
banyak entitas nonlaba yang tidak melakukan penerapan standar akuntansi 
dalam pelaporan keuangan mereka. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Jayantoro, dkk (2019) Panti 
Asuhan Muhammadiyah Sumbawa tidak menggunakan dan tidak mengacu pada 
PSAK 45 dalam penyusunannya karena kurangnya pengetahuan mengenai hal 
tersebut. Dalam penelitian Sari, dkk (2018) juga menyatakan bahwa praktik 
akuntansi yang masih kurang dan tidak sesuai dengan standar pencatatan dan 
pelaporan bagi entitas nirlaba, seperti organisasi nirlaba  dikarenakan pengurus 





sehingga pemahaman pengurus mengenai akuntansi masih kurang. Berdasarkan 
penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat disimpulna bahwa pemahaman 
pengurus sangat memperngaruhi terhadap penerapan standar akuntansi dalam 
pelaporan keuangan. Hal ini yang mendasari penulis untuk mengetauhi 
bagaimana pemahaman pengurus mengenai laporan keuangan. 
Yayasan Masjid Baitul Makmur merupakan salah satu yayasan dan m asjid 
yang ada di Kelurahan Banyuning, tepatnya terletak di Jalan Pulau Samosir, 
Banyuning, Singaraja, Bali. Berdiri sejak tahun 1995 dan digunakan untuk 
berbagai kegiatan yang berkaitan dengan urusan keagamaan, Yayasan Masjid 
Baitul Makmur memiliki banyak jamaah. Setiap masyarakat yang ingin 
bergabung dalam jamaah Baitul Makmur harus terdaftar sebagai anggota. 
Apabila sudah berkeluarga maka data yang diambil hanya data kepala 
keluarganya saja. Hal ini agar memudahkan pengurus dalam melakukan olah 
data terhadap anggota. Apabila sudah terdaftar sebagai anggota, maka setiap 
jamaah harus membayar iuran wajib tiap bulan untuk pemenuhan sarana dan 
prasarana masjid dan juga pengelolaan masjid secara umum. Iuran wajib tiap 
bulan ini juga merupakan sumber dana yang diperoleh masjid selain sumbangan 
dari donatur, dan pengumpulan dari kotak amal. Saat ini jumlah jamaah yang 
terdaftar sampai dengan Desember 2019 sebanyak 358 kepala keluarga. Yayasan 
Masjid Baitul Makmur diambil sebagai objek dalam penelitian ini karena 
memiliki anggota yang cukup banyak dan sumber dana yang dimiliki yayasan 
sebagian besar berasal dari anggota.  
Penerapan pelaporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 





sebagai bentuk pertanggung jawaban laporan terkait dengan pengelolaan dan 
pengendalian yayasan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menilai 
bagaimana penerapan pelaporan keuangan entitas nonlaba dalam hal ini adalah 
Yayasan Baitul Makmur, apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi 
Keuangan yang berlaku saat ini yaitu PSAK 1 yang mengatur mengenai 
penyajian laporan keuangan dan didukung dengan ISAK 35 yang mengatur 
tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba.  
B.  Perumusan Masalah 
1 Bagaimana pelaporan keuangan pada Yayasan Masjid Baitul Makmur 
sebagai salah satu entitas nonlaba? 
2 Bagaimana penerapan PSAK 1 dan ISAK 35 dalam penyusunan laporan 
keuangan yang ada pada Yayasan Masjid Baitul Makmur? 
3 Bagaimana pemahaman pengurus yayasan mengenai laporan keuangan? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan Penelitian  
1. Untuk memberikan solusi terkait dengan masalah pelaporan keuangan pada 
Yayasan Masjid Baitul Makmur sebagai salah satu cara meningkatkan 
kualitas laporan keuangan yayasan. 
2. Untuk memberikan solusi terkait dengan masalah penerapan pelaporan 
keuangan berdasarkan PSAK 1 dan ISAK 35 dalam mengelola keuangan pada 






3. Untuk memberikan solusi dan memberikan masukan terkait dengan 
pemahaman pengurus yayasan mengenai laporan keuangan sehingga dapat 
dijadikan masukan dalam mengelola keuangan yayasan kedepannya. 
Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat memberikan konstribusi untuk penelitian 
sebelumnya dan menjadi dasar dalam penelitian selanjutnya khususnya 
mengenai kajian tentang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan 
pelaporan keuangan dan transparansi laporan keuangan pada lembaga atau 
entitas nonlaba. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi dan tambahan mengenai 
pelaporan keuangan dan transparansi laporan keuangan pada lembaga atau 
entitas nonlaba khususnya yayasan dan faktor-faktor yang memengaruhi 
transparansi entitas nonlaba dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang 
akan meniliti masalah serupa dengan penelitian ini. 
